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BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR	TAHUN 2026 TENTANG
PENGELOLAAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG,
Menimbang	:  a.  bahwa   Pokok-Pokok   Pikiran   Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu wujud pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sumpah dan janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah;
;	b. bahwa guna mendukung penyusunan penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, sistematis, berkeadilan dan berkelanjutan serta selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan	daerah	dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang didasarkan pada risalah rapat
	10	


dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses untuk dijadikan bahan masukkan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bahwa	berdasarkan	pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat	:  1.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan  : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Sumedang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
9. Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10. Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang selanjutnya disebut Pokir DPRD adalah saran dan pendapat DPRD berdasarkan rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja serta hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses atau penjaringan aspirasi masyarakat, yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

11. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah.
21. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
22. Pagu Indikatif Kewilayahan adalah alokasi batas maksimal belanja langsung untuk kewilayahan dengan pendekatan wilayah administratif kecamatan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan berbasis urusan Daerah dengan mengacu kepada RPJMD yang dalam pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah.

23. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
24. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
25. Reses adalah kegiatan Anggota DPRD dalam menjaring aspirasi dan pengaduan dari masyarakat di daerah pemilihannya.
26. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
27. Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.
28. Kunjungan Kerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD.
29. Risalah Rapat DPRD adalah catatan Rapat DPRD secara lengkap sesuai jalan pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan yang dihasilkan dalam Rapat DPRD.
30. Aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari laporan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.
31. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan Daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

33. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
34. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
35. SI-POKIR Integrated adalah platform dan sistem tata kelola elektronik terpadu yang memfasilitasi pengusulan, verifikasi, penyandingan, serta pemantauan Pokir DPRD secara terintegrasi.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya mengoptimalkan penyampaian usulan Pokir DPRD untuk dijadikan bahan masukkan dalam penyusunan RKPD.

Pasal 3 Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. menghasilkan penyusunan dokumen penelaahan Pokir DPRD yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan akuntabel serta tertib administrasi, yang selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran dan/atau kemampuan kapasitas fiskal daerah;
b. mendorong kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
c. mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, serta IKU Sekretariat DPRD;
d. mewujudkan sinergitas dan pemahaman antara DPRD dengan Perangkat Daerah dalam penelaahan Usulan Pokir DPRD;

e. mencegah penyalahgunaan dan/atau duplikasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan; dan
f. mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pasal 4
Pokir DPRD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4
(1) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, setiap Anggota DPRD memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah.
(2) Saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Pokir DPRD.
(3) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Bagian Kedua Pagu Indikatif

Pasal 5
(1) Pagu Indikatif Pokir DPRD disesuaikan dengan kapasitas riil anggaran dan/atau kemampuan kapasitas fiskal daerah.

(2) Pagu Indikatif Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam rapat bersama antara TAPD dengan Badan Anggaran.
(3) Penentuan alokasi Pagu Indikatif Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan keseimbangan belanja antar sektor pembangunan.

Bagian Ketiga Kriteria

Pasal 6
(1) Pokir DPRD wajib memenuhi kriteria:
a. hasil kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan/atau kunjungan kerja; dan
b. telah diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran dan/atau kapasitas kemampuan fiskal daerah.
(2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
(3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokir DPRD wajib memenuhi kriteria:
a. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
b. memiliki keselarasan dengan IKU, RPJMD dan/atau RKPD serta tercantum dalam Kamus Usulan Pokir DPRD yang ditetapkan oleh Bapperida;
c. memiliki kejelasan titik lokasi yang dilengkapi dengan penandaan koordinat spasial (digital geotagging) dan foto kondisi awal;
d. memiliki kelompok sasaran penerima manfaat yang teridentifikasi secara jelas (by name by address); dan
e. dilengkapi dengan estimasi biaya dan dokumen pendukung teknis.

Bagian Keempat Pengusulan dan Penyampaian

Pasal 7
(1) Setiap Anggota DPRD berhak untuk mengusulkan Pokir DPRD kepada Pimpinan DPRD.
(2) Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3) Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan dituangkan ke dalam bentuk Dokumen Pokir DPRD.
(4) Dokumen Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan hasil penelaahan Pokir DPRD yang dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan.
(5) Dokumen Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
a. latar belakang;
b. landasan hukum;
c. maksud, tujuan, dan sasaran;
d. ruang lingkup;
e. kondisi umum dan permasalahan;
f. program dan kegiatan yang diusulkan; dan
g. perangkat daerah atau unit kerja pelaksana.
(6) Dokumen Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
(7) Format Dokumen Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8
(1) Pokir	DPRD	yang	dapat	diusulkan	oleh	Anggota	DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berupa:
a. belanja operasi; atau
b. belanja modal.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
a. belanja hibah; dan
b. belanja bantuan sosial.
(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa kegiatan:
a. pemberdayaan masyarakat dalam penataan perumahan dan permukiman serta lingkungan;
b. fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual;
c. pembangunan, pemeliharaan atau rehabilitasi prasarana utilitas pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pusat kegiatan belajar mengajar atau kesetaraan;
d. pengadaan alat praktik dan peraga siswa pendidikan anak usia dini atau pendidikan dasar;
e. penyediaan sarana dan prasarana olahraga atau kesenian dan kebudayaan;
f. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, peternakan, industri, usaha mikro, kecil dan menegah;
g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
h. pengelolaan persampahan;
i. pemanfaatan lahan pekarangan rumah penduduk;
j. penyediaan tanaman konservasi; dan/atau
k. kegiatan lain yang termasuk ke dalam jenis belanja hibah.
(4) Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, berupa kegiatan untuk mendukung program ketahanan pangan, pertanian, peternakan, industri, usaha mikro, kecil dan menengah, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kepemudaan dan pemberdayaan Perempuan.
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa kegiatan:
a. perbaikan atau pembangunan rumah tidak layak huni;
b. pembangunan, pemeliharaan, atau perbaikan toilet umum yang layak dan sesuai standar;

c. pemberian	beasiswa	bagi	masyarakat	miskin	untuk tingkat pendidikan sekolah dasar; dan/atau
d. kegiatan lain yang termasuk ke dalam jenis belanja bantuan sosial.
(6) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa kegiatan:
a. pembangunan,	perbaikan,	atau	pemeliharaan	Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa;
b. pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
c. pembangunan, perbaikan atau pemeliharaan irigasi;
d. pembangunan, perbaikan, atau pemeliharaan Drainase;
e. pembangunan,	perbaikan,	peningkatan,	atau pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
f. penyediaan atau pengadaan penerangan jalan umum; dan
g. kegiatan lain yang termasuk ke dalam jenis belanja modal.
(7) Kegiatan yang dapat diusulkan melalui Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mempertimbangkan ketersediaan kapasitas riil anggaran dan/atau kapasitas kemampuan fiskal daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 8
(1) Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati melalui Kepala Bapperida untuk dilakukan penelaahan dan verifikasi.
(2) Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
(3) Dalam hal usulan Pokir DPRD disampaikan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usulan Pokir DPRD tidak dapat diproses dalam RKPD dan APBD tahun berjalan dan/atau hanya dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

(4) Penyampaian Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 9
(1) Pengusulan dan penyampaian usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SI-POKIR Integrated yang terhubung secara resmi dengan SIPD.
(2) Pengusulan dan penyampaian Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan melampirkan dokumen pendukung.
(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa proposal, lokasi koordinat, foto kondisi fisik, dan perkiraan biaya.
(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam bentuk digital (softcopy) dan salinan fisik (hardcopy).
(5) Alur mekanisme pengusulan dan penyampaian Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Penelaahan dan Verifikasi

Pasal 10
(1) Dalam rangka melakukan penelahaan dan verifikasi secara berjenjang terhadap Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Bupati membentuk Tim.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penelahaan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri atas:
a. Bupati sebagai Penanggungjawab;
b. Sekretaris Daerah sebagai Pengawas;
c. Sekretaris DPRD Koordinator;

d. Kepala Bapperida sebagai Ketua;
e. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai Sekretaris;
f. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai Anggota;
g. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai Anggota;
h. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai Anggota; dan
i. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagai Anggota.
(3) Tim Penelahaan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang:
a. melakukan identifikasi dan verifikasi serta penelaahan terhadap Usulan Pokir DPRD dengan kesesuaian nomenkelatur program kegiatan;
b. menyelaraskan Usulan Pokir DPRD dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran dan/atau kapasitas kemampuan fiskal daerah;
c. memproses Usulan Pokir DPRD ke tahapan selanjutnya atau mitra Bapperida;
d. menghimpun dan menyampaikan seluruh Usulan Pokir DPRD kepada Pimpinan DPRD;
e. memverifikasi Usulan Pokir DPRD yang telah di validasi oleh Tim Sekretariat DPRD;
f. memberikan penelaahan terhadap Usulan Pokir DPRD sesuai dengan RKPD;
g. memproses Usulan Pokir DPRD dengan berpedoman pada RKPD; dan
h. menghimpun dan menyampaikan seluruh Usulan Pokir DPRD kepada Mitra Perangkat Daerah.
(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan uraian tugas, fungsi, dan wewenang Tim Penelaahan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11
(1) Verifikasi secara berjenjang terhadap Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan secara elektronik melalui pengujian otomatis pada aplikasi SI-POKIR Integrated dan SIPD.
(2) Verifikasi secara berjenjang terhadap Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
a. verifikasi administrasi;
b. verifikasi substansi dan keselarasan IKU; dan
c. verifikasi teknis dan anggaran.
(3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk menguji keabsahan pengusul, risalah reses, dan kelengkapan dokumen pendukung.
(4) Verifikasi Substansi dan Keselarasan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Bapperida untuk menguji kesesuaian usulan dengan target kinerja pembangunan daerah; dan
(5) Verifikasi Teknis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana untuk menguji status lokasi, kewenangan teknis, dan ketersediaan kapasitas riil anggaran.
(6) Alur mekanisme verifikasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12
(1) Dalam hal hasil verifikasi terhadap Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dimasukkan ke dalam aplikasi SI-POKIR Integrated dan SIPD.

(2) Dalam hal hasil verifikasi Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, aplikasi SI-POKIR Integrated dan SIPD secara otomatis menerbitkan pemberitahuan penolakan yang disertai dengan alasan serta secara teknis yang terekam dalam aplikasi SI-POKIR Integrated dan SIPD.
(3) Usulan Pokir DPRD hasil verifikasi yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan perbaikan, perubahan, atau pergeseran dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) kalender sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
(4) Dalam perbaikan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Usulan Pokir DPRD tidak dapat diproses dalam RKPD dan APBD tahun berjalan dan/atau hanya dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Keenam
Forum Penyandingan Tripartit

Pasal 13
(1) Bapperida mengoordinasikan penyelenggaraan Forum Penyandingan Tripartit sebelum penyusunan Rancangan KUA-PPAS.
(2) Forum Penyandingan Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbandingan terhadap 3 (tiga) sumber pengusulan aspirasi, berupa:
a. hasil Reses Pokir DPRD;
b. Pagu Indikatif Kewilayahan Musrenbang; dan
c. draft Renja Perangkat Daerah.
(3) Forum Tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memastikan tidak terjadi duplikasi lokasi atau kegiatan serta mencegah pemecahan paket pekerjaan.

(4) Hasil penyandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Tripartit yang ditandatangani oleh TAPD, Bapperida, dan Pimpinan DPRD.

Pasal 14
(1) Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang telah disetujui dalam Forum Penyandingan Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
(2) Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan ke dalam SIPD.
(3) Data Pokir dalam SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pencantuman program dan kegiatan dalam Dokumen KUA-PPAS dan APBD.
(4) Penetapan Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
(5) Dokumen Pokir DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dijadikan bagian dari lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 15
(1) Setiap perbaikan, perubahan atau pergeseran Usulan Pokir DPRD setelah melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), wajib melalui Forum Penyandingan Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
(2) Setiap perbaikan, perubahan atau pergeseran Usulan Pokir DPRD sefbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terekam secara otomatis dalam audit trail digital yang memuat identitas pengguna, waktu, dan disertai dengan alasan perbaikan, perubahan, atau pergeseran.
(3) Perbaikan, perubahan, atau pergeseran Usulan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketujuh Penganggaran

Pasal 16
Anggaran Pokir DPRD dialokasi oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan mengutamakan ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV PUBLIK POKIR PORTAL

Pasal 17
(1) Pemerintah Daerah menyediakan website Public Pokir Portal.
(2) Website Publik Pokir Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai sarana keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memantau status Usulan Pokir DPRD, Perangkat Daerah Pengelola, besaran anggaran, program dan kegiatan serta pekerjaan fisik.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
Pasal 18
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan dan audit berbasis risiko terhadap data audit trail dan pelaksanaan Pokir DPRD.
(2) Bapperida dan Sekretariat DPRD melakukan evaluasi tahunan atas dampak Pokir DPRD terhadap peningkatan IKU dan skor Monitoring Center for Surveillance and Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 19
Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Pokir DPRD bersumber dari:

a. APBD; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.


Ditetapkan di Sumedang pada tanggal
BUPATI SUMEDANG,




DONY AHMAD MUNIR


Diundangkan di Sumedang pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,




TUTI RUSWATI


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR


LAMPIRAN I  :  PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2026 TENTANG
PENGELOLAAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	DAERAH	DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		KABUPATEN SUMEDANG


FORMAT DOKUMEN USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
[image: ]
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
HASIL ……….
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 20…

KATA PENGANTAR
……………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………      Demikian	Usulan	Pokok-Pokok	Pikiran	DPRD	yang didasarkan pada hasil reses dan/atau penjaringan aspirasi rakyat
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR ….. TAHUN 202c TENTANG PENGELOLAAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
	20 


untuk dijadikan bahan masukkan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 20…

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Sumedang, …..,	, 20…
Pengusul,


(Nama Jelas Anggota DPRD)

Mengetahui, Pimpinan DPRD Ketua,

(………………..) Wakil Ketua,
(………………..) Wakil Ketua,
(………………..) Wakil Ketua,
(………………..) DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud, Tujuan, dan Sasaran
1. Maksud
2. Tujuan
3. Sasaran

D. Ruang Lingkup
E. Kondisi Umum dan Permasalahan
1. Kondisi Umum
2. Permasalahan
F. Program	dan	Kegiatan	Yang Diusulkan
1. Program Yang Diusulkan
2. Kegiatan Yang Diusulkan
G. Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pelaksana
H. Penutup LAMPIRAN

USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
HASIL ……….
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 20…

A. Latar Belakang
……………………………………….………………………………
…………………………………………..…………………………………
…………………………………………..…………………………………
……………………………………………………..………………………
……………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………..
Sehubungan dengan uraian sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, kami mengusulkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk dijadikan sebagai bahan masukkan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 20…

B. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum dalam pengusulan dan penyampaian Pokir DPRD ini, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. ……….;

3. dst.



C. Maksud, Tujuan, dan Sasaran
1. Maksud
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
2. Tujuan
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
3. Sasaran
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini meliputi:
1. …………………;
2. …………………;
3	dst.
E. Kondisi Umum dan Permasalahan
1. Kondisi Umum
…………………………………………………………………
….……………………………………………………………………
.………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
….……………………………………………………………………
.………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
….……………………………………………………………………
.………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

2. Permasalahan
…………………………………………………………………
….……………………………………………………………………
.………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………
….……………………………………………………………………
.………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
….……………………………………………………………………
.………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Permasalahan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, diperoleh dari hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat atau kunjungan kerja, sehingga dinilai telah memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

F. Program dan Kegiatan Yang Diusulkan

1. Program Yang Diusulkan
Program	Yang	Diusulkan	dalam	Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini, antara lain sebagai berikut:
a	;
b	;
c	;
d	, dst.
Rincian Program yang diusulkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pokir DPRD ini.

2. Kegiatan Yang Diusulkan
Kegiatan	yang	diusulkan	dalam	Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini, antara lain sebagai berikut:
a	;
b	;
c	;
d	, dst.

Rincian Kegiatan yang diusulkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pokir DPRD ini.

G. Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pelaksana
Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pelaksana yang melaksanakan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini yaitu ……….

H. Penutup
Demikian Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini disampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Bupati Sumedang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 20…

Sumedang, …..,	, 20…
Pengusul,


(Nama Jelas Anggota DPRD)



BUPATI SUMEDANG,




DONY AHMAD MUNIR


LAMPIRAN II	:  PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2026 TENTANG
PENGELOLAAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG


ALUR MEKANISME PENGUSULAN DAN PENYAMPAIAN
POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
INPUT POKIR DPRD
VALIDASI OLEH
SEKRETARIAT DPRD
BAHAN MASUKAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DASAR PERUBAHAN APBD TAHUN BERJALAN ATAU PADA
PENYUSUNAN RKPD
TAHUN BERIKUTNYA
VALIDASI OLEH MITRA
BAPPERIDA
VALIDASI OLEH PERANGKAT
DAERAH TUJUAN
TIDAK
DITERIMA
VALIDASI OLEH TAPD
DITERIMA

DIPERBAIKI
TAHAPAN PENELAAHAN
DAN VERIFIKASI
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BUPATI SUMEDANG,




DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN III	:  PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN 2026 TENTANG
PENGELOLAAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



ALUR MEKANISME VERIFIKASI SECARA BERJENJANG POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Usulan Pokir DPRD TIDAK DISETUJUI

dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau
pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
Input Usulan Pokir DPRD
(Menggunakan Akun Masing-Masing Anggota DPRD
Verifikasi oleh Sekretariat DPRD
(Menggunakan Akun Sekretaris DPRD)
Verifikasi oleh Bapperida dan Mitra Bapperida
(Menggunakan Akun Mitra Bapperida)
Verifikasi oleh Perangkat Daerah
Tujuan
(Men	Akun
ggunakan
Kepala Perangkat Daerah Tujuan)
Verifikasi oleh TAPD (Menggunakan Akun TAPD)
Usulan Pokir DPRD DISETUJUI

Masuk di RKPD / Renja Perangkat Daerah





BUPATI SUMEDANG,




DONY AHMAD MUNIR
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